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ADSTRAK

Hukom kewarisan adalah seperangkal aturan vang mengatur fentang
peraliban harta pusaka kepada ahh waris yang berhak dan pembagian masing-
masingnya, aturan tersehut dapat di lihat pada ketentuan baik itu vang diturunkan
Aldlaby SWT di dalam Al-Clur'an, Hadits Nabi vang disampaikan melalui para
sahabat. ijtihad para ulama. maupun ketentuan vang dibuat olch manusia it
sendiri vang kemuidian dituangkan di dalam hukum nepara.

Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang ditujuk olch negara
untwk menyelesaikan perkara bagi umal muslim, berwenangan menyelesaikan
perkara peralihan harta pusaka (kewarivan), ini diatur di dalam pasal 49 Undang-
undang Memoer 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Momer 7 Tahun 1989, Dengan
alasan milah penulis melakukan peselitian & Pengadilan Apama Kelas 1 A
Padang, vang vntuk selamuinyva akan membahas mengenai: (1) Bagaimanakah
pelaksanaan pembagian warisan di Pengadilan Agama Kelas | A Mfadang. (2)
Bagaimana kewensngan hakim Pengadilan Agama dalam memutoskan perkara
warisan vang sehelumnya sudah di peoses secara damai, (3) Apakah kendala vang
dihadepi oleh Pengadilan Apama dalam penetapan pulusan sengheta waris
tersebut dan bapaimana jalan keluarnva.

Untuk membahas permasalahan teesebut di atas penolis melaksanakan
penelition yuridis sostologis vang hersifal deskriptit dengan menggunakan data
data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan date yang dipakai adalah
studi dokumen, kuesioner {angketh, dan wawancars yang dilakukan dergan hakim,
penitera dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kelas | A Padang vakni
dengan  menyusun perlanyasn yang  ferstruktur vang  bechubungan  dengan
permasalah ini. sedangkan pengolaban dan analisis data dilakukan secam
kuatitatil.

Dari hasil penelitian maka dapat diketahoi babwa: (1) Pelaksanaan
pembagian warisan di Pengadilan Agama boleh saja berbeda dengan ketenfuan
hukum Kewarisan lslam vang bersifal nomatil selama dilakukan atas dasar suka
rela dan tidsk ada unsur paksaan di dalamnya, (23 Hakim Pengadilan Agama tetap
mempunval kewenangan unluk memeriksa gugatan waris walaupun sudah ada
perdamaian  sebelumnya. ini bertojuan untuk  memeriksa kembali  apakah
perdomaian tersehut terdapal cacal hukum di dalamoyva aao tidak, (3 Kendgla
vang dihadapai oleh hakim dalam menyvelesaikan gugatan waris di Pengadilan
Agama antara lain: (a) Tidak adanys batas wakto untuk mengajukan gugatan
waris (b} Kesulitan dalam hal pembuktian, (¢} Tidak jelasnya batasan harta, {d)
Ohjek sengketa vang berada di luar wilsyah Pengadilan Agama Padang, dan ()
Pengingkaran terbadap akia vang dibuat dibawah tangan oleh salah satu pihak



AR I

PENMDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek lerpenting dan Kehidupan manwesia dalam  kehidupan
pribadi mauvpun dalam  kehidupan bermasvarakat pada wmumnya adalah vang
berkaitan dengan harta. manusia dan masvarakat. apapun alasannya, tidak mungkin
dilepaskan  dart aspek tersebut, Harta, menjadi salah satu darn apa-apa vang
digandrungl manusia karena manusia dilenghapi oleh hawa nafsu, dan Al-Qure'an
mengingatkan bahwa harta kekayaan adalab fitrab dan cobaan, Terama banyvak
problem vang timbul, baik dalam kehidupan peibadi, keluarga, manpun masyvarakat
vang barakar dart masalah harta,

Harta mempunyal kedudukan vang sangat penting tetapi sekaligus rawan
{sensitif) dalam kehidupan manusia. sehingga sewaktu-wakiu dapal menimbulkan
pertikaian (forilik) antara sesama manusia,

Konflik dalam peralthan harta pusaka atau hara yang ditingealkan oleh
sescorang vang meninggal duma merapakan salah sato hal vang terkadang tidak dapa
dibindarkan, baik dalam keluaraga mti {ayah, ibu, anak) maupun dalam keluarga
besur (kakek, nenek, anak, cucwy, paman, dan seterusnyal, Untuk itu lahiclah ketentuan
vang mengaiur hal tersebut, baik vang diturunkan Allah SWT dalam Al-Qur’an.
hadits MNabi vang disampaikan melalul para sahabat, [bad para elama maopun

ketentuan yang dibuat oleh manusia vang ditvangkan dalam hukum nepara,



Ketentuan mengenal peraliban harla pusaka darl orang vang meninggal
dumia im i dalam Hukum Islam cdikenal dengan istilah Hukum Faraidh, sedangkan
dalam Hukum Perdata (8BH) dikenal dengan istilah Hukwum Waris atao Plukom
Foewarisan,

[ Indenesia sebagaimana kita ketabui babwa Hukum Warns masih bersilat
pluralitas. karena sant ini berlaku tiga sistam Hukum Kewarizan, vaitu sistem Hukuim
Kewarisan Adat, sistem Hukem Kewarisan lslam. dan sistemn Hukum Kewarisan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) atau sering disebut sistem Hokum
Foewarisan Perdata Barm (Eropa)l,

Hukum warts adat meliput keseluruhan asas, norma, dan keputusan/
ketetapan hukwm vang bertalian dengan proses penerusan serla pengendalian harta
benda {mareriily dan harta cita (rou maieriil)y darl cenerasi vang satu ke penerasi
beritkutnya (ahli waris). Hukum waris adat vang berlaku di Indonesia sangat berancka
ragam tergantung kepada dacrahnya. Dalam kewarisan adat ini ada vang bersifa
patrilimiel, matriliniel aan puon hilateral. Hal ini menunjukan  bahwa adanva
perbedaan daeruh Hukum Adal vang saly dengan vang lainnya. vang berkaitan
dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status barta yang akan diwariskun,

Hukum waris 1slam dicumuskan sebagal “perangha ketentiom hukum vang
mengatur pembagian harta kekayvaan yvang dimiliks seseorang pada walu 1a meninggal
dumia”, Sumber pokok hukum waris [slam adalah Al-Qurran dan Hadist Mabi,

kemudian gias (perampaiaon) dan gma’ (fesamaan perdapal ).

Iad



BAl IV

PENUTUPR

A, Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembabasan sehelumnyva dapat disimpulkan

seehagat berikut

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan di Pengadilan Apama Padang bisa saja

i

terjadi di luar Ketentuan hukum kewarisan Islam {feraicth) dengan syarat
pembagian harta worisan secara damai terscbut dilakukan ats dasar sukarela
tanpa ada tekansn dar pihak mane pun dan masing-masing ahli waris tclah
menyadari bagian vang seharusnya diterima,

Hakim Pengadilan Agema Pudang berwenang  memeriksa gugatan waris
meskipun schelumnyva telah terjadi perdamaian sesema ahli waris, baik di
dalom mavpon di lvar pengadilan. Kewenangan i bukan mengandung
pengertian bahwa perdamaian vang telah terjodi di antara shli waris teesebul
tidak berkekvatan hukum sama sekali. namun perdamaian tersebut akan
diperiksa ulang  dalam  persidangan gupatan waris  tersebut  dengan
kernungkinan apabila tidak terdapatl cacat persctajuan. maka perdaiaman akan
dikuatkan, Akan tetapi bila perdaiaman ile ternvata cacar, maka perdamaian
tersebut akan dibacalkar.

Beberapa kendala yang dibadapn aleh majelis hokim Pengadilan Agama

Padang dalam memeriksa guoata waris di antaranva
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